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BUPATI  ALOR 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI ALOR 

NOMOR  23  TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ALOR  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  ALOR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 

Anggaran 2018, perlu menyusun Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 

dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 

Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4438); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014-2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 529); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 

513); 



 

4 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 576); 

   

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ALOR 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

  

Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

terdiri atas : 

1. Pendapatan 

  a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 62.931.359.773,48 

b. Dana Perimbangan Rp. 873.629.424.293,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 179.306.140.501,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.115.866.924.567,48  

   

2. Belanja   

a. Belanja Tidak Langsung   

1. Belanja Pegawai Rp.     335.856.313.436,00 

2. Belanja Hibah Rp.        33.577.882.861,00  

3. Belanja Bantuan Sosial Rp.        28.087.540.000,00 

4. Belanja Bagi Hasil Rp.            581.758.320,00 

5. Belanja Bantuan Keuangan 

 

Rp.  202.716.924.310,00 

6. Belanja Tidak Terduga Rp. 181.181.500,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 

    

601.001.600.427,00  

   

b. Belanja Langsung   

1. Belanja Pegawai Rp.        66.951.677.810,00 

2. Belanja Barang dan Jasa Rp.   216.443.871.823,00 

3. Belanja Modal Rp.   233.851.534.460,00 
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Jumlah Belanja Langsung Rp.   517.247.084.093,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.118.248.684.520,00 

Surplus/(Devisit) Rp.     (2.381.759.952,52) 

   

3. Pembiayaan   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.        41.016.710.195,94 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.     40.016.710.195,94 

Sisa Lebih Pebiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan Rp. 

        

37.634.950.243,42 

 

Pasal 2  

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Rincian Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Alor. 

                                                               

Ditetapkan di Kalabahi 

     pada tanggal  12  Juli 2019 

 

 

 

 

                         

 

         Diundangkan di Kalabahi 

          pada tanggal  12 Juli  2019 

           

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, 

 

 

          HOPNI BUKANG 

                                                                         

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR  23 

  

BUPATI ALOR, 

 
 
 

 

AMON  DJOBO 


